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INTISAR1

Upaya pemerintah dalam melaksanakan percepatan produktivitas pensertipikatan
tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah dengan mengadakan kegiatan Prona, Proda
dan Prona Swadaya yaitu scsuai dengan Surat Edaran Mentcri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 tahun 1996 tentang Edaran Pelaksanaan
Kegiatan Prona, Proda dan Prona Swadaya. Berdasarkan hal di atas maka di Desa
Ngargomulyo Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
dilaksanakan kegiatan pensertipikatan tanah melalui Proda pada tahun 2002.

Tujuan yang ingin dicapai dart penelitian yang dilakukan adalah : I) Untuk
mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal melalui
Proda di Desa Ngargomulyo dengan peraturan yang berlaku. 2) Untuk mengetahui
kendala-kendala yang ada dan upaya-upaya penyelesaian terhadap kendala-kendala yang
ada dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal melalui Proda di Desa
Ngargonudu) 3) Untuk niengeiahui tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan
pensertipikatan tan.ih secara massal melalui Proda di Desa Ngargomulyo.

Melode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif.
Populasi dari penelitian ini adalah peserta Proda pada tahun 2002 sebanyak 100 orang.
Sedang teknik anahsis data dilakukan dengan pendekatan kuantitalif dan kualitatif, hasil
disajikan dan dianalisis dalam hentuk tabel dengan menggambarkan secara jelas dalam
bentuk uraian.

Pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui Proda di Desa Ngargomulyo secara
umum bisa dikatakan telah mencapai target yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya
terdapat kendala-kendala yang dihadapi antara lain kendala teknis yaitu: belum
terpasangnya patok tanda batas Sedangkan kendala non teknis yaitu l)Pengisian berkas
yang kurang lengkap. 2) Permasalahan pembagian waris, hal ini karena ahli wans sudah
berdomisili di berbagai tempat 3) Masyarakat sulit dihubungi dalam pendataan dan
penyiapan berkas. Meskipun demikian beberapa kendala tersebut dapat diselesaikan.
Serta wujud dukungan dan tanggapan masyarakat terhadap pensertipikatan tanah cukup
tinggi yang ditunjukkan dengan partisipasinya pada saat penyuluhan maupun pada saat
pemasangan patok tanda batas.

Kesimpulan yang diperoleh mengenai pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui
Proda di Desa Ngargomulyo tahun 2002 yaitu : 1) Pensertipikatan tanah melalui Proda di
Desa Ngargomulyo tahun 2002 secara umum bisa dikatakan bcrhasil karena telah
mencapai target yang ditetapkan 2) Beberapa kendala >ang dihadapi dalam pelaksanaan
pensertipikatan tanah dimaksud dapat diselesaikan antara lain belum terpasangnya patok
tanda batas dan kelengkapan berkas permohonan. 3) Wujud dukungan dan tanggapan
masyarakat terhadap pensertipikatan tanah cukup tinggi yang ditunjukkan dengan
partisipasinya pada saat penyuluhan maupun pada saat pemasangan patok tanda batas.
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BAB I

PENDAHIJLUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia,

khususnya dalam melaksanakan pembangunan. Karena setiap kegiatan

pembangunan fisik pasti memerlukan tanah baik untuk permukiman,

perkantoran perindustrian, pertanian dan lainnya. Banyaknya kebutuhan

pembangunan yang memerlukan tanah menyebabkan tanah mempunyai nilai

ekonomi yang tinggi. Mengingat ketersediaan tanah terbatas dan relatif tetap,

sedangkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sehingga memungkinkan

timbulnya berbagai masalah pertanahan khususnya yang menyangkut sengketa

penguasaan dan pemilikan tanah. Sehubungan dengan hal di atas maka setiap

kebijaksanaan yang berhubungan dengan bidang pertanahan harus dapat

menciptakan suasana dan kondisi yang menguntungkan sehingga tanah yang

ada benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang diberi wewenang

untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan berusaha

dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus untuk memberikan

pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Usaha yang dilakukan salah

satunya dengan peningkatan pelayanan dalam pendaftaran tanah untuk



Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, maka pemerintah

menyelenggarakan pendaftaran tanah. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 19

Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyebutkan

bahwa:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1). Pasal tersebut meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

Untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud

dari ketentuan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan

ditindaklanjuti pula dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang

merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia.

Meiigmgat arti pcntingnya hak atas tanah, maka dalam penjelasan pasal

19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun I960 untuk selanjutnya disebut UUPA

dinyatakan bahwa : "Pendaftaran ini akan diselenggarakan dengan cara yang

sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang ber-



terjangkau, mutakhir, dan terbuka sehingga dapat memberikan kepastian

hukum dan perlindungan hukum.

Selama ini masyarakat masih menganggap bahwa untuk memperoleh

sertipikat sedikit mengalami hambatan. Hal ini disebabkan proses

penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama, prosedumya berbelit-belit dan

biaya yang mahal. Selain itu masyarakat menganggap bahwa dengan

memegang pethuk//letter C dari desa sudah merupakan tanda bukti yang kuat

sebagai pemilik tanah. Ketidaklancaran penyelenggaraan pendaftaran tanah

selain soal biaya, tetapi masih ada faktor Iain yang memperngaruhinya seperti

dikatakan Sudjito (1987:5):

"Banyak faktor-faktor Iain yang berpengaruh, seperti : proses
pendaftaran tanah oleh masyarakat dipandang masih berbelit-belit,
kurangnya kesadaran hukum pemegang hak atas tanah, kurang
terampilnya aparat pelaksana dan sebagainya."

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pendaftaran tanah,

perlu adanya terobosan-terobosan kegiatan, berupa usaha peningkatan

pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pensertipikatan secara massal,

diantaranya kegiatan pensertipikatan tanah yang dapat menjangkau bagi

masyarakat golongan ekonomi lemah. Agar pelaksanaan pensertipikatan tanah

secara massal dapat menjangkau bagi masyarakat golongan ekonomi lemah,

seluruh bidang tanah yang ada, sederhana, prosedur yang mudah serta dapat

dipahami oleh masyarakat, maka dengan mendasarkan pada Surat Edaran

Menteri Negara Agrana Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 630.1-



Dalam upaya tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Magelang pada

Tahun Anggaran 2002 menetapkan Proyek Penataan Pertanahan Daerah

(Proda) dengan kegiatan pensertipikatan massal bagi golongan ekonomi

lemah. Kegiatan pensertipikatan tanah secara massal melalui Proda yang

dilaksanakan di Kabupaten Magelang ini dibiayai oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Magelang. Kegiatan pensertipikatan massal bagi golongan

ekonomi lemah yang sudah dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten

Magelang adalah pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal di Desa

Ngargomulyo Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Penetapan lokasi

tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor

188.4/185/KEP/BPN/2002

Peinilihan Desa Ngargomulyo sebagai lokasi Proda menurut data

sebagian bcsar tanah-tanah di Desa Ngargomulyo masih banyak yang belum

berscrtipikat, yaitu baru sembilan bidang tanah yang sudah memiliki

sertipikat tanah. Kondisi vulayah di Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun

yaitu sebagian besar wilayahnya berupa pcrsawahan dan tegalan dan ternyata

masih banyak tanahnya yang belum dilengkapi dengan sertipikat. Selama ini

yang dijadikan bukti hak atas tanah yang dimiliki adalah petuk/letter C.

Masyarakat di Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun pada umumnya

pekerjaannya adalah sebagai petani dan pekerja di luar desa tersebut. Sebagian

besar masyarakatnya tidak mampu untuk mensertipikatkan tanah miliknya

karena memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit apalagi untuk



sebagai lokasi Proda dengan kegiatan pensertipikatan massal bagi golongan

ekonomi lemah.

Dengan adanya upaya pemerintah dalam pelakasanaan pensertipikatan

taiah secara massal diharapkan setiap pemegang hak atas tanah memperoleh

kepastian hukum hak atas tanahnya sehingga dapat memberikan rangsangan

untuk menggunakan tanahnya secara optimal dan agar dapat meningkatkan

kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan serta membantu para

pemegang hak atas tanah untuk menyelesaikan sengketa tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan untuk mengetahui kesesuaian

pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal melalui Proda dengan

peraturan yang berlaku maka penulis melakukan penelitian tentang

pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal dimaksud, dengan judul:

"EVALUASI PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA

MASSAL MELALUI PROYEK DAERAH DI DESA NGARGOMULYO

KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA

TENGAH".

B. Perum u\un Masalah

Berdasarkan uratan pada latar belakang dan judul penelitian, maka

dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan penscrtipikatan tanah secara massal melalui Proda di

Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang sudah sesuai



2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah secara

massal melalui Proda tersebut dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk

mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah

tersebut?

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pensertipikatan

tanah secara massal melalui Proda di Desa Ngargomulyo Kecamatan

Dukun?

C. Pemliatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan agar tidak keluar dari ruang

lingkup penelitian serta mcngingat terbatasnya kemampuan, waktu dan dana,

maka penyusun memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dibatasi pada pelaksanaan pensertipikatan tanah secara

massal yang disebut dengan Proda pada tahun 2002.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pensertipikatan tanah secara

massal melalui Proda rneliputi kendala teknis dan non teknis dan upaya-

upaya penyelesaian dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal

melalui Proda tahun 2002 di Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun.

3. Tanggapan masyarakat terhadap dukungan dan manfaat yang diperoleh

dalam pelaksanaan penscrtipikatan tanah secara massal melalui Proda di

Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun.



D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pensertipikatan tanah secara

massal melalui Proda di Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun

Kabupaten Magelang dengan peraturan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dan upaya-upaya

penyelesaian terhadap kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan

pensertipikatan tanah secara massal melalui Proda di Desa

Ngargomulyo.

3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan

pensertipikatan tanah secara massal melalui Proda di Desa

Ngargomulyo
i

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian mi adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan masukan tentang pelaksanaan pensertipikatan tanah

secara massal melalui Proda kepada masyarakat dan pemerintah dalam hal

ini Badan Pertanahan Nasional.

2. Untuk dapat membcrikan masukan dan evaluasi kepada instansi terkait

yang kiranya dapat meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah secara

massal melalui Proda sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam

.1_L >.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka

penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan

pensertipikatan tanah secara massal melalui Proda di Desa Ngargomulyo yaitu:

1. Pensertipikatan tanah secara massal melalui Proda di Desa Ngargomulyo

Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang tahun 2002 secara umum bisa

dikatakan berhasil karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah

dimaksud dapat diselesaikan, antara lain belum terpasangnya patok tanda

batas dan kelengkapan berkas permohonan.

3. Wujud dukungan dan tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan

pensertipikatan tanah cukup tinggi yang ditunjukkan dengan partisipasinya

pada saat jienyuluhan maupun pada saat pemasangan patok tanda batas.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkannya penyuluhan pertanahan di daerah- daerah lain

sehingga kesadaran masyarakat untuk memperoleh tanda bukti hak atas

tanah di Kabupaten Magelang semakin bertambah.
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